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Segala puji dan syukur kami panjatkan
kepada Tuhan Yang Maha Esq, atas
rahmat dan karunia-Nya, kita masih

diberikan kesehatan untuk
melaksanakan tugas pelayanan
kepegawaian terutama terkait

pelayanan pensiun.

Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipil
dan Pejabat Negara terus berupaya
memberikan pelayanan yang optimal
terkait pensiun Pejabat Negara dan

janda/dudanya.

Oleh karena itu, untuk mempercepat dalam memberikan informasi
dan layanan pensiun, Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara
menyusun Buku Panduan Pensiun Pejabat Negara dan Pensiun
Janda/Duda/Anak Pejabat Negara. Buku Panduan ini berisikan
informasi tentang Pensiun Pejabat Negara dan Pensiun Janda/Duda

Pejabat Negara.

Akhir kata, semoga buku panduan ini dapat memberikan informasi
yang akurat dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, September 2022
Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara

Dra. Anjaswari Dewi, M.M.
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DASAR (TTT\Z@ HKUM

P UU No.7 Tahun1978 PP ng’lg‘; 6T I}i\]%%%joo'
Hak K .
ﬁ Admiﬁistr::ia;r%cs"i?/en & Admilr-\li‘:t'(lz(glf'l‘::rl.(%grzgun )

Wakil Presiden Panglima TNI & GubernurBI
UU No.12 Tahun 1980

PP No.5 Th. 1996 jo.

Hak Kevangan/ ® PP No.61Th. 2000
Administrasi Pimpinan Hak Kevangan/

Lembaga Tertlnggl/ Tinggi Administrasi Dubes LBBP

Negara dan Anggota

UU No.19 Tahun 2006 P, PP No.58 Tahun 2008
Tentang Dewan T Hak Keuangan
Pertimbangan Presiden & M Administrasi Ketua.,éVa.kil

Hak Kevangan/ Ketua & Anggota DPD
Administrasi Menteri

Negara
PP No.50 Th. 1980 80. PP No. 75 Tahun 2000
PP No.60 Th.200 Gaiji pokok dan vang
Ha..k.Keua..n a.n{ . Kehormatan Pimpinan
Administrasi Menteri Lembaga Tertinggi/ Tinggi
Negara Negara & Anggota

PP No. 9 Th. 1980 jo.

MR | PP No. 78 Tahun 2000
—*S PP No.48 Th. 1980 jis. Inpassing pensiun pokok
m PP No.59 Th. 20{)0 mantan pejabat negara
Hak Keuvangan/ dan Janda/Duda/Anak

epa

Administrasi la

Daerah/ Wakil Kepala
Daerah
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RUMPUN JABATAN
PEJABAT NEGARA

. PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN
. MENTERI
. DUTA BESAR LBBP
. JAKSA AGUNG
. GUBERNUR Bl
. PANGLIMA TNI
. DEWAN PERTIMBANGAN
PRESIDEN
8. GUBERNUR & WAKIL
GUBERNUR 1. KETUA MPR & WAKIL KETUA
9. BUPATI & WAKIL BUPATI MPR

10. WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA | 2. KETUA DPR & WAKIL KETUA
DPR DAN ANGGOTA

3. KETUA DPD & WAKIL KETUA
DPD DAN ANGGOTA

4. KETUA MAHKAMAH AGUNG

5. WAKIL KETUA MAHKAMAH
AGUNG

6. KETUA MUDA MAHKAMAH
AGUNG

7. HAKIM ANGGOTA
MAHKAMAH AGUNG

8.KETUA BPK & WAKIL BPK DAN
ANGGOTA
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HAK ATAS PENSIUN
JANDA/DUDA/ANAK
PEJABAT NEGARA

Pejabat Negara Eksekutif
dan Non eksekutif yang

&
. diberhentikan dengan
- hormat

\

Seorang janda/duda dari
pejabat Negara yang
diberhentikan dengan

hormat

|

Anak sah dari peja(liat

Negara apa bilatidak
memiliki istri/ suami yang
berhak menerima pensiun

janda/duda, dengan

ketentuan anak:

e Belum berusia 25 tahun

« Belum mempunyai
Bekerjaan tetap
« Belum pernah kawin




- uu7/1978 > PP61/2000
Presiden: 6 x gaji pokok Duta Besar LBBP
terting%i Pejabat Negara Rp4.500.000
Republik Indonesia selain

Presiden dan Walkil
Presiden (Rp 30.240.000)

 PP76/2000

Jaksa Agung,
Walkil Presiden: 4 x gaiji Panglima Tentara
pokok tertinggi Pelja at Nasional Indonesia
Negara Republik dan pejabat lain
Indonesia selain Presiden yang disetarakan
dan Wakil Presiden dengan Menteri
(Rp 20.160.000) Rp5.040.000
'PP60/2000 ) PP59/2000
: Kepala Daerah Propinsi
o MRS Woakil Kepala Daerah
~ PP75/2000 Propinsi
d& Rp. 2.400.000
a. MPR, DPR, DPA, BPK, MA
- Ketua: Rp 5.040.000 Kepala Daerah
- Wakil: Rp 4.620.000 Kabupaten/Kota
S Rp. 2.100/000
b. Ketua Muda MA
Wakil Kepala Daerah
Rp 4 Kabupapten/Kota

L e Anggota DPR, DPA, BPK, Rp.1.800.000
1

als H A MA
a0 GR;' 4.233?0?0
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BESARAN PENSIUN
JANDA/DUDA/ANAK
PEJABAT NEGARA

Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1%
dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu
bulan masa jabatan dengan ketentuan

bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-

kurangnya 6% dan sebanyak-banyaknya
75% dari dasar pensiun.

Kecuali Presiden dan Wakil Presiden, besarnya pensiun
pokok adalah 100% dari gaji pokok terakhir.

Pensiun Janda/Duda

Pejabat Negara
akan dlteriT(a pada Bulan
e:

DitaBacss Menteri, Jaksa Agung, B
T Gubernur/Bupati dan wakilnya,  dqn Wakil
Biasa dan  Pimpinan Lembaga Tertinggi/  Presidein
Berkugsa Tinggi Negara, Ketua
Penuh
Mahkamah Agung, Ketua dan
Wakil Dewan Pertimbangan

Daerah




ALUR PENETAPAN
KEPUTUSAN PEJABAT
NEGARA

44

PRESIDEN
Semua Pejabat Negara,

MENDAGRI
BUPATI - WAKIL BUPATI /

selain WALKOT - WAKIL WALKOT

Bupati — Wakil Bupati/
WALKOT - WAKIL WALKOT

Presiden Menteri Dalam Negeri

Keputusan

Keputusan
Mendagri

Presiden

\

i Meninggal
Pensiun Dunia%gtif

Instansi

N
taspen terkait

“Kepu’cusan Kepa|a
BKN PensiunJ/D

Pertingqgal <

\'4
qupen




SYARAT DOKUMEN
PENGAJUAN SK PENSIUN .
JANDA/DUDA PENSIUNAN <>

PEJABAT NEGARA




Berdasarkan Keputusan Pengangkatan

Rinun Pel_nberhen ian dgri Presiden atau
e

4@jej,abntiersehu;_bgthenﬁ_

jabatannya

S eninggal Dunia dan masih

aktif menjabat

"W Masa Jabatan 1 (satu) bulan = 1% dengan |

— ketentuan minimal 6% dan maksimal 75%

Pensiu@anﬂdgﬂ_)_g_cﬁ;/_A_nak sebesar 0,5
(setengah) dari pensiun pokok terakhir
ang diterima pejabat negara
agi pejabat negara tewas, s
Janda/Duda/Anak menerima 72% dari
W8  dasar pensiun — e
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Daftar Perhitungan
Pensiun Mantan Pejabat Negara

Sebagai Anggota DPR RI
Keppres Keppres
Pengangkatan Tanggal Pemberhentian TMT
No Nama Pelantikan Pem-
Nomor | Tanggal Nomor | Tanggal | berhentian
1 2 3 4 3 fi 7 8
30 | Oktob 25101
1 | Pak X Tahun September 2014 9P| Tahun September | Oktober
2014 2014 2019 2019 | 2019
27 .
1 Oktober 01 June | 01 Juli
Tahun September Tahun
2019 2019 2019 2022 2022 | 2022
Perhitungan Pensiun
Pokok Ket
Masa Jabatan .. Pensiun e
Persentase | Gaj Pokok
Tahun | Bulan
9 1) 11 12 13 14
5 0 60%
Meninggal
2|10 34% Dunia
7 10 75% | Rp4.200.000 | Rp 3.150.000
\\‘
Jadi, total pensiun yang diterima janda Pak X
ialah 50% dari Pensiun Pokok = Rp 1.575.000

b
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Jl. Mayor Jendral Sutoyo No.12 Cililitan
Jakarta Timur 13640



